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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka mengatur mekanisme penetapan
jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli
di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai,
telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
247/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan
Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok
Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan
Sarana Operasi Bea dan Cukai;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria
penilaian yang digunakan sebagai dasar evaluasi dalam
rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
Awak Kapal Patroli, perlu mengatur kembali mekanisme
penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak
Kapal Patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi
Bea dan Cukai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme
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Mengingat

Menetapkan

Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Awak
Kapal Patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi

Bea dan Cukai;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1926);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana
Operasi Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 206.5/PMK.01/2014 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1897);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN
SARANA OPERASI BEA DAN CUKAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
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menduduki jabatan pemerintahan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang
melamar dan telah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan untuk menjadi PNS namun masih dalam
masa percobaan sebagai PNS.

Pelaksana adalah CPNS dan PNS Kementerian Keuangan
yang tidak menduduki jabatan struktural maupun
jabatan fungsional.

Pelaksana Awak Kapal Patroli adalah Pelaksana yang
menduduki jabatan awak kapal patroli yang disyaratkan
masa kerja dan ukuran panjang kapal sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan
peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan
Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki
jabatan yang disyaratkan pangkat/golongan ruang
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenali
jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan
Kementerian Keuangan dan/atau ketentuan mengenai
jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki
jabatan yang disyaratkan masa Kkerja sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan
peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian
Keuangan dan/atau ketentuan mengenai jabatan dan
peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan
Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Tugas Belajar adalah penugasan untuk melaksanakan
tugas belajar dengan gelar, dengan masa tugas belajar
paling singkat 6 (enam) bulan.

Pelaksana Tugas Belajar adalah PNS Kementerian
Keuangan yang menjalankan Tugas Belajar sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan
peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian

Keuangan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kompetensi Teknis Pelaksana Awak Kapal Patroli yang
selanjutnya  disebut Kompetensi Teknis adalah
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh
Pelaksana Awak Kapal Patroli terkait dengan bidang
tugas pekerjaannya yang ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukali.

Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas
melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan
peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli.

Formasi Jabatan adalah kebutuhan jabatan Pelaksana
Awak Kapal Patroli sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan mengenai jabatan dan peringkat Dbagi
Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea
dan Cukai serta kebutuhan jumlah Pelaksana Awak
Kapal Patroli sesuai dengan ukuran panjang kapal.

Nilai Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP
adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan
Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing
bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO
adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan
bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki
peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Evaluasi adalah proses penilaian Pelaksana untuk
1 (satu) Periode Evaluasi.

Periode Evaluasi adalah waktu pelaksanaan evaluasi
yang dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan
Desember.

Nilai Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli yang
selanjutnya disingkat NEP AKP adalah nilai yang
digunakan sebagai dasar penilaian bagi Pelaksana Awak

Kapal Patroli yang mengacu pada NPKP dan NKO.
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Masa Kerja Awak Kapal Patroli yang selanjutnya disebut
Masa Kerja adalah lamanya menjalankan tugas sebagai
Pelaksana Awak Kapal Patroli di Pangkalan Sarana
Operasi Bea dan Cukai dan/atau sebagai Pelaksana
Umum yang melaksanakan patroli laut di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain di Pangkalan
Sarana Operasi Bea dan Cukai untuk 1 (satu) Periode

Evaluasi.

BAB 11
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI

Bagian Pertama
Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat

Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 2

Penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal

Patroli terdiri dari:

a. penetapan pertama;

b. penetapan kembali; dan

c. penetapan kembali berdasarkan sidang penilaian.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat

Pelaksana Awak Kapal Patroli
Paragraf 1
Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat

Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 3

Penetapan pertama jabatan dan peringkat Pelaksana Awak

Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

berlaku bagi:
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CPNS yang ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal
Patroli;

PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status
menjadi PNS Kementerian Keuangan dan ditetapkan
sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli;

PNS dari luar Kementerian Keuangan yang dipekerjakan
di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai
Pelaksana Awak Kapal Patroli;

Pelaksana Khusus yang ditetapkan menjadi Pelaksana
Awak Kapal Patroli untuk pertama kali; dan

Pelaksana Umum yang ditetapkan menjadi Pelaksana

Awak Kapal Patroli untuk pertama kali.

Pasal 4

Penetapan pertama jabatan dan peringkat Pelaksana Awak

Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

dilakukan berdasarkan:

a.

b
C.
d

akumulasi Masa Kerja;

ukuran panjang kapal;

Kompetensi Teknis; dan

Formasi Jabatan pada Pangkalan Sarana Operasi Bea

dan Cukai yang bersangkutan.

Paragraf 2
Penghitungan Masa Kerja pada Penetapan Pertama

Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 5
Akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. diperhitungkan O (nol) tahun bagi:

1. CPNS, PNS, dan Pelaksana Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d; dan

2. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf e:
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a) yang tidak pernah melaksanakan tugas
patroli laut; atau

b) yang telah melaksanakan tugas patroli laut
di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan
Cukai.

b. diperhitungkan dengan cara menjumlahkan Masa
Kerja yang dimiliki sebelum Periode Evaluasi
penetapan pertama Pelaksana Awak Kapal Patroli
bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf e dengan ketentuan:

1. Dberstatus PNS; dan

2. telah melaksanakan tugas operasi patroli laut di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan
Cukai.

Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

untuk setiap Periode Evaluasi, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. diperhitungkan O (nol) tahun dalam hal pelaksanaan
tugas patroli laut kurang dari 6 (enam) bulan dalam
1 (satu) Periode Evaluasi; atau

b. diperhitungkan 1/2 (satu per dua) tahun dalam hal
pelaksanaan tugas patroli laut paling singkat 6
(enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi.

Penghitungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dilakukan setelah memenuhi 1 (satu) periode

evaluasi setiap tahun.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga

berlaku bagi Pelaksana Umum yang menjalani hukuman

disiplin, sepanjang yang bersangkutan tetap aktif
menjalankan tugas patroli laut.

Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dibuktikan dengan surat keterangan menjalankan tugas

yang ditetapkan oleh kepala kantor unit yang
bersangkutan sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat ditetapkan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana
Harian, dalam hal kepala kantor unit yang bersangkutan:
a. belum ditetapkan;

b. berhalangan tetap; atau

c. berhalangan sementara.

Paragraf 3

Pemberian Jabatan dan Peringkat untuk Penetapan Pertama

Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 6

Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 diberikan peringkat tertinggi sesuai Masa Kerja,

ukuran panjang kapal, Kompetensi Teknis, dan Formasi

Jabatan.

Paragraf 4

Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat

Pelaksana Awak Kapal Patroli dan Pejabat yang Berwenang

(1)

Menandatangani

Pasal 7

Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
Awak Kapal Patroli ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani
oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan Sarana
Operasi yang bersangkutan untuk dan atas nama
Direktur Jenderal Bea dan Cukali.

Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat
Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat

Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Eselon Il di
lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani:

a. perencanaan dan keuangan;

b. organisasi; dan

c. sumber daya manusia,

paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan penetapan
pertama ditetapkan.

Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, dalam hal Kepala Kantor Wilayah atau Kepala
Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan
Sarana Operasi yang bersangkutan:

a. belum ditetapkan;

b. berhalangan tetap; atau

c. berhalangan sementara.

Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
Awak Kapal Patroli dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea
dan Cukai, dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

a. belum ditetapkan;

b. berhalangan tetap; atau

c. berhalangan sementara.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat

Pelaksana Awak Kapal Patroli
Paragraf 1
Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat

Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 8

Penetapan kembali jabatan dan peringkat Pelaksana Awak

Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

berlaku bagi:
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CPNS Pelaksana Awak Kapal Patroli yang ditetapkan
sebagai PNS Pelaksana Awak Kapal Patroli;

Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dimutasi antar
Pangkalan Sarana Operasi sebagai Pelaksana Awak Kapal
Patroli;

Pelaksana Awak Kapal Patroli yang tidak aktif bertugas di
Kementerian Keuangan karena:

1. cuti di luar tanggungan negara,;

2. diperkerjakan; atau

3. diberhentikan sementara dari jabatannya,

dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian
Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal
Patroli; dan

Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang
sebelumnya pernah menduduki jabatan Pelaksana Awak
Kapal Patroli, dan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana

Awak Kapal Patroli.

Pasal 9

Pemberian peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. akumulasi Masa Kerja;

b. ukuran panjang kapal;

c. Kompetensi Teknis, dan

d. Formasi Jabatan pada unit yang baru.

(1)

Paragraf 2
Penghitungan Masa Kerja pada Penetapan Kembali

Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 10
Akumulasi Masa Kerja pada penetapan kembali
Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c, sama
dengan akumulasi Masa Kerja terakhir yang dimiliki

sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli.
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Akumulasi Masa Kerja pada penetapan kembali
Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf d diperhitungkan dengan cara:

a. memperhitungkan akumulasi Masa Kerja sejak
Periode Evaluasi saat yang bersangkutan
dinonaktifkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli
sampai dengan Periode Evaluasi saat yang
bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Pelaksana
Awak Kapal Patroli; dan

b. menjumlahkan akumulasi Masa Kerja sebagaimana
dimaksud pada huruf a dengan akumulasi Masa
Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana
Awak Kapal Patroli sebelum dinonaktifkan.

Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

untuk setiap Periode Evaluasi, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. diperhitungkan O (nol) tahun bagi:

1. Pelaksana Umum yang melaksanakan tugas
patroli laut di Pangkalan Sarana Operasi Bea
dan Cukai;

2. Pelaksana Umum di Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi
Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas
patroli laut kurang dari 6 (enam) bulan dalam 1
(satu) Periode Evaluasi; atau

3. Pelaksana Khusus baik yang melaksanakan
tugas patroli laut maupun vyang tidak
melaksanakan tugas patroli laut.

b. diperhitungkan 1/2 (satu per dua) tahun bagi
Pelaksana Umum di Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan
Cukai yang melaksanakan tugas patroli laut paling
singkat 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode
Evaluasi.

Penghitungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), dilakukan setelah memenuhi 1 (satu) periode

evaluasi setiap tahun.
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga
berlaku bagi Pelaksana Umum yang menjalani hukuman
disiplin, sepanjang yang bersangkutan tetap aktif
menjalankan tugas patroli laut.

Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dibuktikan dengan surat keterangan menjalankan tugas
yang ditetapkan oleh kepala kantor unit yang
bersangkutan sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian,
dalam hal kepala kantor unit yang bersangkutan:

a. belum ditetapkan;

b. berhalangan tetap; atau

c. berhalangan sementara.

Paragraf 3

Pemberian Jabatan dan Peringkat untuk Penetapan Kembali

(1)

Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 11

Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a diberikan peringkat sama dengan
peringkat yang dimiliki sebelumnya sebagai Pelaksana
Awak Kapal Patroli.

Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c diberikan peringkat
kurang dari atau sama dengan peringkat paling tinggi
yang pernah dimiliki sebagai Pelaksana Awak Kapal
Patroli.

Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf d diberikan peringkat kurang dari
atau sama dengan peringkat paling tinggi pada jabatan

yang pernah dimiliki sebelumnya.
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Paragraf 4
Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat
Pelaksana Awak Kapal Patroli dan Pejabat yang Berwenang

Menandatangani

Pasal 12

(1) Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
Awak Kapal Patroli ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani
oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan Sarana
Operasi yang bersangkutan untuk dan atas nama
Direktur Jenderal Bea dan Cukali.

(2) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat
bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. keputusan penetapan CPNS Pelaksana Awak Kapal
Patroli yang ditetapkan menjadi PNS Pelaksana
Awak Kapal Patroli;

b. keputusan penetapan Pelaksana Awak Kapal Patroli
yang dimutasi antar Pangkalan Sarana Operasi
sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli;

c. keputusan penetapan Pelaksana Awak Kapal Patroli
yang kembali aktif bertugas di Kementerian
Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Awak
Kapal Patroli; dan

d. keputusan penetapan Pelaksana Umum atau
Pelaksana Khusus yang sebelumnya pernah
menduduki jabatan Pelaksana Awak Kapal Patroli,
dan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Awak
Kapal Patroli.

(3) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat
Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat
Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), disampaikan kepada Sekretaris Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Eselon Il di
lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani:

a. perencanaan dan keuangan;

b. organisasi; dan

c. sumber daya manusia,

paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan penetapan
kembali ditetapkan.

Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, dalam hal Kepala Kantor Wilayah atau Kepala
Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan
Sarana Operasi yang bersangkutan:

a. belum ditetapkan;

b. berhalangan tetap; atau

c. berhalangan sementara.

Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
Awak Kapal Patroli dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea
dan Cukai, dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. belum ditetapkan;

b. berhalangan tetap; atau

c. berhalangan sementara.
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Bagian Keempat

Mekanisme Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat

Pelaksana Awak Kapal Patroli Berdasarkan Sidang Penilaian

Paragraf 1

Tahapan Penetapan Kembali Pelaksana Awak Kapal Patroli

Berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 13

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal

Patroli berdasarkan sidang penilaian dilaksanakan melalui

tahapan berikut:

a.
b.

C.

evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli;
penilaian Pelaksana Awak Kapal Patroli; dan
penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal

Patroli.

Paragraf 2

Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 14
Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan untuk
1 (satu) Periode Evaluasi.
Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Pelaksana Awak
Kapal Patroli yang telah diangkat menjadi PNS.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli yang sedang
menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh atasan langsung
Pelaksana Awak Kapal Patroli yang bersangkutan paling
lama bulan Januari tahun berikutnya.
Evaluasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau
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Pelaksana Harian, dalam hal atasan langsung Pelaksana
yang bersangkutan:

a. belum ditetapkan;

b. berhalangan tetap; atau

c. berhalangan sementara.

Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk dari
Pelaksana bawahannya, maka evaluasi Pelaksana Awak
Kapal Patroli dilakukan oleh pejabat yang setingkat
dengan atau lebih tinggi dari atasan langsung Pelaksana
Awak Kapal Patroli yang bersangkutan.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih dari
Pangkalan Sarana Operasi yang sama.

Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), dilakukan olenh atasan dari atasan langsung

Pelaksana Awak Kapal Patroli yang bersangkutan.

Pasal 15

Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana

dimaksud pada Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan cara

menghitung:

a. akumulasi Masa Kerja; dan
b. NEP AKP.

Paragraf 3

Penghitungan Akumulasi Masa Kerja

Pasal 16
Penghitungan akumulasi Masa Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan cara
menjumlahkan Masa Kerja tahun berjalan dengan
akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai
Pelaksana Awak Kapal Patroli.
Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
setiap Periode Evaluasi, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. diperhitungkan O (nol) tahun bagi:


http://www.peraturan.go.id

(3)

17 2016, No.1675

CPNS;

Pelaksana Umum yang melaksanakan tugas
patroli laut di Pangkalan Sarana Operasi Bea
dan Cukai;

3. Pelaksana Umum di Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi
Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas
patroli laut kurang dari 6 (enam) bulan dalam 1
(satu) Periode Evaluasi; atau

4. Pelaksana Khusus baik yang melaksanakan
tugas patroli laut maupun yang tidak
melaksanakan tugas patroli laut.

b. diperhitungkan 1/2 (satu per dua) tahun bagi
Pelaksana Umum di Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan
Cukai yang melaksanakan tugas patroli laut, paling
singkat 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode
Evaluasi, dan dilaksanakan pada saat yang
bersangkutan telah berstatus PNS; atau

c. diperhitungkan 1 (satu) tahun bagi Pelaksana Awak
Kapal Patroli di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan
Cukai, yang telah melaksanakan tugas paling
singkat 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode
Evaluasi, dan dilaksanakan pada saat yang
bersangkutan telah berstatus PNS.

Dalam hal penghitungan Masa Kerja dalam 1 (satu)

Periode Evaluasi memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf ¢, maka Masa

Kerja yang diperhitungkan untuk evaluasi Pelaksana

Awak Kapal Patroli hanya Masa Kerja sesuai ketentuan

pada ayat (2) huruf c.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga

berlaku bagi Pelaksana Umum yang menjalani hukuman

disiplin, sepanjang yang bersangkutan tetap aktif
menjalankan tugas patroli laut.

Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dibuktikan dengan surat keterangan menjalankan tugas
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dari kepala kantor unit yang bersangkutan sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Paragraf 4
NEP AKP

Pasal 17

NEP AKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b

dihitung dengan cara menjumlahkan NPKP dan NKO

tahun berjalan, yang masing-masing memiliki bobot

sebagai berikut:

a.

bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima
per seratus); dan
bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima per

seratus).

Kriteria NEP AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.

Baik, apabila memiliki NEP AKP paling sedikit 85
(delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76
(tujuh puluh enam);

Sedang, apabila memiliki NEP AKP 70 (tujuh puluh)
sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima),
dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam);
dan

Kurang, apabila memiliki NEP AKP kurang dari
70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari
76 (tujuh puluh enam).

NEP AKP hanya dapat diperhitungkan bagi Pelaksana

Awak Kapal Patroli dan/atau Pelaksana Umum yang

telah melaksanakan tugas patroli laut di Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai selain di Pangkalan Sarana

Operasi, paling singkat 6 (enam) bulan pada 1 (satu)

periode evaluasi tahun berjalan, dan dilaksanakan pada

saat yang bersangkutan telah berstatus PNS.
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Pasal 18

Akumulasi Masa Kerja dan penghitungan NEP AKP

sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 mengikuti format

dan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Akumulasi Masa Kerja dan penghitungan NEP AKP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh

pejabat yang melakukan evaluasi Pelaksana Awak Kapal

Patroli kepada pejabat yang menangani kepegawaian di

lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

masing-masing sebagai bahan pelaksanaan sidang
penilaian.

Akumulasi Masa Kerja dan penghitungan NEP AKP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia

dan hanya dapat diketahui oleh:

a. Pejabat Penilai;

b. pejabat yang menangani kepegawaian di lingkungan
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai masing-
masing;
atasan langsung; dan

d. Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dinilai.

Paragraf 5

Pejabat Penilai

Pasal 19

Pejabat Penilai terdiri dari:

a. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;

b. Pejabat Eselon IV atasan langsung Pelaksana Awak
Kapal Patroli yang bersangkutan;

c. Pejabat Eselon IV yang membidangi urusan
kepegawaian pada Pangkalan Sarana Operasi Bea

dan Cukai yang bersangkutan; dan
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d. Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan Pangkalan
Sarana Operasi Bea dan Cukai yang bersangkutan,

paling sedikit 1 (satu) orang.

Paragraf 6
Kenaikan, Penurunan, dan Tetap dalam Peringkat

bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 20

Pelaksana Awak Kapal Patroli direkomendasikan untuk

mendapat kenaikan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh

Pejabat Penilai apabila memenuhi Kriteria sebagai berikut:

a. memenuhi akumulasi Masa Kerja yang dipersyaratkan
dalam jabatan dan peringkat yang diusulkan;

b. memenuhi Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan dalam
jabatan dan peringkat yang diusulkan;

c. memiliki NEP AKP Baik selama 1 (satu) periode evaluasi
terakhir;

d. tersedianya Formasi Jabatan pada jabatan dan peringkat
yang diusulkan; dan

e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau

berat pada saat sidang penilaian.

Pasal 21

(1) Pelaksana Awak Kapal Patroli direkomendasikan untuk
mendapat penurunan peringkat 1 (satu) tingkat lebih
rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NEP AKP
Kurang selama 1 (satu) periode evaluasi terakhir.

(2) Penurunan satu tingkat lebih rendah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Formasi
Jabatan pada jabatan yang diusulkan.

(3) Akumulasi Masa Kerja bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli
yang mengalami penurunan peringkat satu tingkat lebih
rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat

diperhitungkan untuk Periode Evaluasi berikutnya.
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Pasal 22

Pelaksana Awak Kapal Patroli direkomendasikan untuk Tetap

pada peringkat yang sama oleh Pejabat Penilai dalam hal:

a.

b.

syarat kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 20; dan
penurunan peringkat sebagaimana dimaksud dalam

pasal 21,

tidak terpenuhi.

Pasal 23

NEP AKP Pelaksana Awak Kapal Patroli yang telah
digunakan sebagai dasar Kenaikan, Penurunan, atau
Tetap pada jabatan dan peringkat sebagaimana
dimaksud pada pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 tidak
dapat digunakan kembali sebagai bahan penilaian
Pelaksana periode berikutnya oleh Pejabat Penilai.

Dalam hal Pelaksana Awak Kapal Patroli belum memiliki
masa kerja paling singkat 6 (enam) bulan pada tahun
berjalan, NEP AKP terakhir yang belum digunakan untuk
sidang penilaian dapat digunakan untuk sidang penilaian

tahun berjalan.

Paragraf 7

Pelaksanaan Sidang Penilaian

Pasal 24

Penilaian Pelaksana Awak Kapal Patroli dilakukan oleh
Pejabat Penilai melalui mekanisme sidang penilaian.
Sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan paling lama bulan Januari tahun
berikutnya.

Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal untuk dan
atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas
waktu pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).
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Sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihadiri oleh paling kurang 50% (lima puluh per seratus)
dari jumlah Pejabat Penilai ditambah 1 (satu) Pejabat

Penilai.

Paragraf 8

Hasil Sidang Penilaian

Pasal 25
Hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 terdiri dari rekomendasi Kenaikan, Penurunan,
atau Tetap dalam jabatan dan peringkat.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk berita acara sidang penilaian
sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea
dan Cukai yang bersangkutan kepada Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang
membawahi Pangkalan Sarana Operasi sebagai bahan
pertimbangan dalam penetapan jabatan dan peringkat
bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli.
Sebelum dilakukan penetapan jabatan dan peringkat bagi
Pelaksana Awak Kapal Patroli, terhadap rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi
terlebih dahulu oleh pejabat eselon Il yang menangani
bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah atau
Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan

Sarana Operasi yang bersangkutan.
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Paragraf 9

Keputusan Penetapan Kembali Jabatan Dan Peringkat

Pelaksana Awak Kapal Patroli Berdasarkan Sidang Penilaian

dan Pejabat yang Berwenang Menandatangani

Pasal 26
Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
Awak Kapal Patroli berdasarkan sidang penilaian
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah
atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang membawahi
Pangkalan Sarana Operasi yang bersangkutan untuk dan
atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Keputusan penetapan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Keputusan penetapan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan paling lama 31 Januari dan
berlaku mulai 1 Januari tahun yang sama dengan
pelaksanaan sidang penilaian.
Keputusan penetapan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Eselon Il di
lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani:
a. perencanaan dan keuangan;
b. organisasi; dan
c. sumber daya manusia,
paling lama bulan Februari di tahun yang sama dengan
pelaksanaan sidang penilaian.
Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, dalam hal Kepala Kantor Wilayah atau Kepala
Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan
Sarana Operasi yang bersangkutan:
a. belum ditetapkan;

b. berhalangan tetap; atau
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c. berhalangan sementara.

Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
Awak Kapal Patroli berdasarkan sidang penilaian
dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dalam
hal Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. belum ditetapkan;

b. berhalangan tetap; atau

c. berhalangan sementara.

BAB 1

PELAKSANAAN PEKERJAAN BERDASARKAN PENETAPAN

(1)

JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

Pasal 27
Pelaksana Awak Kapal Patroli yang telah ditetapkan
jabatan dan peringkatnya, melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat
yang bersangkutan.
Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat melaksanakan pekerjaan pada
jabatan dan peringkat yang lebih tinggi dari jabatan dan
peringkat yang telah ditetapkan sepanjang diberikan
penugasan oleh atasan langsung dengan
mempertimbangkan:
a. penilaian atas beban kerja; atau
b. penilaian atas Kompetensi Teknis.
Pelaksana Awak Kapal Patroli yang telah ditetapkan
jabatan dan peringkatnya, dalam hal diperlukan atau
insidental dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan
dan peringkat yang lebih rendah dari jabatan dan

peringkat yang telah ditetapkan.
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BAB IV
NOMENKLATUR BAGI PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI

Bagian Pertama
Pemberian Nomenklatur Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli

yang Berstatus CPNS

Pasal 28
(1) Pemberian nomenklatur jabatan dan peringkat bagi CPNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
didasarkan pada nomenklatur yang tercantum dalam
keputusan penetapan yang bersangkutan sebagai CPNS.
(2) Penggunaan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Dberlaku terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan diangkat sebagai CPNS sampai dengan

yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.

Bagian Kedua
Pemberian Nomenklatur Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli

yang Berstatus PNS

Pasal 29
Nomenklatur bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli yang
berstatus PNS ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Hasil evaluasi Pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.01/2011
tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi
Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di
Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai yang

belum digunakan untuk kenaikan dan penurunan jabatan
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dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli, tetap dapat

digunakan sebagai bahan penilaian dalam sidang penilaian.

Pasal 31
Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
mengenai Kompetensi Teknis Pelaksana Awak Kapal Patroli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum ditetapkan,
Kompetensi Teknis Pelaksana Awak Kapal Patroli mengacu
pada Lampiran LXVI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana

Pengawasan.

Pasal 32

(1) Masa Kerja Pelaksana Umum di Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan
Cukai yang pernah melaksanakan tugas patroli laut
sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat
diperhitungkan untuk diakumulasi dengan akumulasi
Masa Kerja yang bersangkutan sebagai Pelaksana Awak
Kapal Patroli.

(2) Penyesuaian perhitungan Masa Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sampai
dengan bulan Desember pada tahun Peraturan Menteri
ini ditetapkan.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penyesuaian perhitungan
Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan kenaikan peringkat Pelaksana Awak
Kapal Patroli, kepada yang bersangkutan dapat
dilakukan penetapan kembali jabatan dan peringkat
dengan ketentuan:

a. masih dalam jabatan yang sama;

b. memenuhi ketentuan mengenai Formasi Jabatan; dan

c. ditetapkan dengan Kkeputusan penetapan kembali
karena penyesuaian Masa Kerja, sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini  mulai berlaku,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.01/2011
tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi
Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di
Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 936), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 November 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN |1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164/PMK.01/2016

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN
PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

KOP @

SURAT KETERANGAN

Nomor: @

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

NIP

Pangkat :

Jabatan : 3

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama

NIP

Pangkat :

Jabatan : @

adalah benar pegawai pada ...® yang bertugas sejak ...® s.d ...() pada Seksi
...8) ditunjuk sebagai ... ...(10)

Surat keterangan ini untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di ...(11)
Pada tanggal ...(12)

Kepala Kantor

(13)

NIF ... 14
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Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Penugasan Pelaksana Umum sebagai
Pelaksana Awak Kapal Patroli:

Isi dengan kop surat Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Umum/Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan.

Isi dengan nomor Surat Keterangan.

Isi dengan nama, NIP, pangkat, dan jabatan pejabat yang berwenang
menerbitkan Surat Keterangan.

Isi dengan nama, NIP, pangkat, dan jabatan pelaksana yang ditugaskan.

Isi dengan nama Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Umum/Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan.

Isi dengan tanggal mulai pelaksanaan patroli laut.
Isi dengan tanggal berakhir pelaksanaan patroli laut.
Isi dengan seksi pelaksana yang ditugaskan.

Isi dengan jabatan yang ditugaskan kepada pelaksana yang
bersangkutan.

Isi dengan jenis dan nomor seri kapal.
Isi dengan kota tempat dikeluarkan Surat Keterangan.
Isi dengan tanggal dikeluarkan Surat Keterangan.

Isi dengan nama Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan
Umum/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Isi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Umum/Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI
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Pelurguk Pengision Lewnbiar | lasil ealiast Dagd DMeloksann faak Kapal Palrol

1.

(3.

14

Isd loolown (1) dewgan noor weil-

=1 kelom [2) dengan nama clan NI elaksana Awak lapal Pateali van
clindlen sesond denzon uralon abgeed,

Tui leoloan [ dengean peanghkal galongangdranng, Pelalsnon Avenls Rapa
Fatrall vang dinilai, dil=nglmapi dengan Terhitung Mualai Tsogeal (TMT
Srat lepumisan (B pangkat gelongan mang rsmkchir

=1 lozlom (1) dengan percdidilean terakhic Pelaksana Awake Kapal Patral
spg dlindlad o sesuai dengan dotane powudidikon wang wewlapsil datiam
SisLeTil sl koepegimainn keinetileriong ke,

151 kolow (3] dengan nemenkkalr jabalan wrslhir Pelaksme Al
Tvapal Parrali vang dinilal sestal dengan Smrat Wepnitsan termlthi
eneelal ponclapan jabelaay doan porieba Pelobsooe Avak oo
["atrall vang bersangkntan.

=1 kalom by dengan peringkat jabatan torakchie M'elaksana Ssawale lapa
Folroll voorg dinilal sesusi degan Sueal epoiisan teraldiir e e
penaclapan jalxian o pevingkal Pelinksann Awak Ropal Palvoll v
hearaanolnran.,

T=1 kedom () demgan nlmran panjang apal teralihicr Pelalcsana Awal
Hopal Lsanoll vaaae cdindlsa sosom dengan Saral Lepulussa Geoaldor
mengenal penctapan jabatan dan poringkcat Pelaksana Awalk lapa
Falroli vaang Dersa gk lan.

50l kedom [#) dengan aloumnlasi Masa lerja teealthier Pelaksann Awqal
Faovpal Podrel wone donlad scbolow dboevolmsi sosuad deiwsan Surmn
Lemitmsan rerakhic menganai penetapan jahatan dan peringka
Peladosanna Awubke Hapod Patroll vaane boerssaoeh aiaao,

1= kolem ¢ dengan angles hasil NPRKP rang diperalelh dari sisten

Penpednbing kineja vang borkikor di Bngkomgim Keanorileriat ez

[ai halew [10) dvigun wngks Lasil pewbobotan NPRD, vadio NRED
Tt

I3 Jeosleemon (0 1) elemapan anglka hasi] MG 10l orgaoisast vang e
peta stratepl vang qipernleh dari sigrem penpgelalaan kEinerja yvary
levlabon cli Imagking:an Keineoleaian keoaig,

T=i kalam [ 1.2 danoan angla hasil pemhnhoran NEC, yaim RRO 7 20%0

T=1 lalaom (13 dencan angle Tasil penjumlahan dari RPICE dan NI
wital telab dabobol measing - wasing o daa 2 o%s,

L leslonn (1) dlengan kriteria JEL AR, yailwe
a. Nail, apahila memiliki P paline sedilir &5 idelapan polnh Tima)

flengan “TFEP paling s&Ailcie 76 imnh pnalnh enami;
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L Bodavg, apabily wemilild WP 70 [Lguh paluh] sanpad dengm
Imrang dart 84 [Melapan pihith Tima), dengan TPEP paling sed il 7o
rliquly padaby cren); dlau

oo Roranw, apabila miennlik] MEP Losog daen 70 (Logot pordobd, sz
wemibled NP korzarg dari 3 (ool pulabs caorog,

laa kelony (18] demgan akomolss bMasa eijo lolad Pelabsans Awal
Feapal Patvol varg clindla peada soal dasea st

lsa kol [1G) dengmn ketorwmagsny ladn venng porlu diketadann dalau
beriluk rarasi ek,

=1 kedom (7] dengan fompat dan tanggal peoctapan hasil evalnasi bag
Pelidasennd Awuk Fopol Palroli,

Tsi kalom [IE] demgan s alasan alasan Eogsoog Qo Pelalkesao:

Awals Fopol Pulroll vaye dinnlai,

Tui Roloom (140 denwan oo wlEsan Taogsom oo Pelaloesres Swnal
Fiovpal ool vorwg dlinglag,
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Pelurguk Pengision Kepotiesan Peoslapan Pertamms Deliksans Awak apal
dalam Jabatan dan Peringlat:

i

i2]

(41

i+

ia]

6]

(10

(11

11.2)

(1%

(1)

|16

"}

=1 dlemapann wennor don kode onial surnl kepoieson yang dilelaphka
pimpinam it azelen T

Isi dengon wane Pangkalan Savme Operosi Hen dan Sokad

51 dengan o Povalarnl o Moeulsad o Kooangano neengeted Mok
Penerapan Jdahatan dan Peringlat Tagl Pelalcsana Awalc Kapal Par
Linpglevgan Paiigkalan Saratn Operdsl Boea dan Culead™,

Isi demgan neanor Peraluron Menloal Feoangan wengenad Orgsdsast da
Kerja Kementerian Keuangan'

1= deigran nenior Peraturam Menitoad FEeoangan wenganad Orgsdsasi da
Ferja Panglkalan Sarmne Olperasi Hes dan Codeai L

Il dengan nomor lkeputisan Menterl Kenangan mangonai Jahata
Peringhkeal Thauwi Pelnkeana T Tangkongan Panglaalan Saraon Opeasi Th
ki Livelkloral Jereleral Bea don Coakad 7,

Tai dengan ronuws Tjor sesnai dalarme talel Tarngniean Tepndaesan T
Jenderal Ini.

Isi dengan TR pelaksama yvong bersangkoeon odivciapkeor solaogead
TALD pindult ke Kemeoerian  Keosogao/dipelierjakan di Ko
Tlemngeaan finuast sebagad Felabisama Awals gl Palell uotol periais

Tol dereon jubsatan phopiosan Tl Bselon IT000 Lingk anwsn Sekeetacial Je
FUTIE WLEANT poreTieanrit dan kemigima,

Tol dereon jubsatan phopisan Tl Bselo I1T000 Lngk angsnn Sekelacial Je
TANDT MENAREANT GrEanisaai.

Igi] dengon jabolan pingeinan Undl Esclon 10 i Bogpkongone Sckr
Jenderal yang menancani snmber daya mannsis.

51 demgan temipat Penstapan epiamisan Penetapan Jdabatan dan Pea
Lalakes e,

I8l dengan tanogal Penetapan Kepumisan Penstapsan Jabhatan dan Pering
Pelabsinm,

Isi deengan abaton) Phopioan et cseloa I1,
Tol dengenn oo plopioeas vl eselon I5

l&1 denggan NP impinan vnit esclon 1.

facla smal oakan wcayosmr kepulosan penelepan gabalan dan pe
Pelalsana  Awalk Kapal Patrall, perln meng-update peratican loem
soluacodmannn pada el 3, 405 dan 6,
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T2 CONTOIT FORKMAT ETPIITITEAN PRNTTAFAN REMEATT FRTATEAYA
LalPAL PATRGLL DALAK JABATAN DIAN PERIMNGEAT

Meni 1bang
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Men=m kan
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A=EET U JEN SKEAL EH TR LIRS
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Pelurguk Pevpisinn Kepoossan Penetapane kentali Delilsnan Awale Kopal
dalam Jabatan dan Peringlat:

i

i#]

i

[1th

(113

114

[13)

[113
(15
[18
")

=1 clemigm nomore elane kodle wnink soval kepusan sang eilolapka
pimpinam it azelen T

Tsi fengan nama Panclalan Sarana Qperasi Tiea dan Sl

i flengan nomar Peratiran Menteri lenangan mengenai Mek
Penerapan (Jahatan dan Perinclat Tiagi Pelaksana Awale Kapal Par
Lingknngan Mogkalan Sarann Operast Hea don Oikai™

[0 clegany reandr Peralorm Yo eoangau wergerend drganisagsi da
R Ketneulerinm Keuangancl

I3 cletngsan Twaanar Persa s Mol lseoarigan wengerii rgaaisast da
Ferja Panglialan Sarana Oparmsi Daa dan Cniloai -l

151 dergaan uooer e Mealnd Keiemiganr moengoeust Jabalan
Poainpbeal Beagl olabkesana D Linaekunaean Pangkalan Swaoana Oporasi B

Cbeai Dircktorat Jeocderal Hea dan ukeai .

sl dongan onoer kjur sosoam deliwn wabel baopoen Kepalwsan L
Jenderal o

Il cengan AT pelaksana vang  borsangkutan diangkat. monjacl
FARP irnasy pecdi il Tearn kil kembal sebogrn Pelales:ann Awalk
Matrali

1si deapran jalsiinn ponpmaa Lanl Bselore 11 da lngkangs Sekrelordal e
TAND menanganl perencanaan dan kenangar.

1si deapran jabatan ponpnan Uil Eselone 10 da lngkangsn Sckrolaral o
TAND MENanEAnd organisas.

l&l dengan jakatan pimpinan Lnit Feelon 1 dl linglongan Sckrctariat «Je
WAL TR L] s L Tt tlidv s Osransin,

&l clengan wwmpat 'coctapan lepumsan Ponctapan Jabatan dan e
1%l ks,

Isl dengian tanwea] Penelapun epubusan) Peoetapann Julatan Gdan Pering
1%:laksnng

1si dezigomn b i utdl cseloan 1,
T lesnigbann naima parnpeirern ool eselon T

Ta1 dengan NTF Pimpinan 11nit easlon 1T,

Paclen gaat akan monyusnn keptsan ponctapan jabatan dan per
Pelaabsran Aweak Faapal Pabmoli,  pedlo nengeagpadete periooan fkeqa
crhaprrine g pada onglki 3, 41, o don G
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F. CONTOIT FORRAT ETPIITTISAN PRENTTAPAN ETAMTATLT PRTARESANA
LRaPal PATEOLL LALAM JABATAN LAN PEEINGEAL BEREIMASARLAN
GIIANL PIES LA AN
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1. dLapmrasen Mantaci Bevargen Mo . Botantacsy Jabaten Len lecicpkan bogi Laladea
Zemug bl Somar o 2prorasd Sea Sang Dot o blcral Jonede el T Sao Doukad;

Falann Farave Cpeeeaa es A b n

[t vim Aca n Tlzail 5 dang Ten Icia - Telolmonn Awals a1 Tateali Wanra - A GRG0
WML LA
LELL A SAN DOAELT L JEHSE AL BEs DAs QLS TEHTARDS PENETA AN KERMGALL JALWATA

FEIA - FA S A Sardl A =0] STS0 HE S WAEAR AN AR 2 WM FSHIEA AN B RS ES AT B
CSTERASIDES Do X COIREL L =1

R mphae Pelabeans dwak Kacal Paaelh - A Fonbaas Sevar Siperaen el ke
o marm eelagsimang reon o nodala v lajus P dengan jolimtan don peringloot sebagai vann S malo:
deaa e echsg oo lovvams o slador comopacas: vomye uarupaban beoaos veans boat, wopwadaban ven F

Jdzademal Bea den Linldmi isi

Vil s babeman=kon S g vn, o = bikesns demb Rapl Pacesh vl smisnenae oomaaeoe lalan
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Lervelue s Javcs o Jeneders e e Cuban cooaacdon beclacon vede ngeal paclapkan dan cerlosia s
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Saloretara Tlirekacat Jer 5 ool T da - Ca'oni,
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Pelurguk Pevpisinn Kepoossan Penetapane kenlali Dellsann Awale Kopal
dalam JTahatan dan Peringlar Tierdasarkan TTasil Sidang Fenilaian:

P11 I8 ddemg nomnor eane kode unlek sonal kepnlesan sange eilelapka
pimpinam it azelen T

(A1 Tsidsngan nama Panolealan Sarana Qperasi Tiea dan Skmi.

A1 Ist dlengan nomar Perathiran Menteri Lenangan mengenai Mels
Penerapan (Jahatan dan Perinclat Tiagi Pelaksana Awale Kapal Par
Lingknngan Mogkalan Sarann Operast Hea don Oikai™

(11 18T clewgsin tumnar Pora Losan Mol Seozrgn e ngerisi argalisasi da
R Ketneulerinm Keuangancl

(Al sl cleigan reoor Peraloaramn Wenlend eoangau wengenad Organsisasi da
Ferja Panglialan Sarana Oparmsi Daa dan Cniloai -l

] s odengan vomer Repoboas Mouteri Renongan mengoiaad Jalatan
Poainpbeal Beagl olabkesana D Linaekunaean Pangkalan Swaoana Oporasi B
(hikai Diccktorat Jenderal Hea dan ka0,

if] Isl odengan ponor kjur soesamn delin wabel oopwan Kepatwsmon Ly
lzneeral o

E] 1=l dengan TMT pelaltsana yang bersangkntan ditctaplan schagal
FARP/ pidalt ke TWemernterian BeonaowaoAilipelerpakan o Wemer
Retgpnigany oo laase selyigan Pelkiksanmn Awalz loqeel Palvel omlok per Lo

] Ll deagean jabainn poopnwen il Bselon U da lingk angsa Sekreloial e
TAND menanganl perencanaan dan kenangar.

(1o Lsi denran jalsian puoupnwean Lol Bselon 1 od lHngk aogsn Sekrelsdal e
TAND MENanEanl oreganisas.

(11 1=l deogan jabatan piropinan Lnic Fselon 1l lingkongan Sckrctariat Je
WAL TR L] s L Tt tlidv s Osransin,

[14) 1% clengan wompat Mococtapan Lepumsan Ponetapan Jabatan dan Per
N:laksaTg.

[130 Tsl e laneeal Pelelapun Repulosanl Peoe e o Jubealan Quan Pering
1%:laksnng

(117 1si dengaon nlsan Phogsinon il eseloa L,

[15) Tad tlensnann s pearnpiresrn il esedon 1T

[151 Ts1 dengan NTF Pimpinan 11nit easlon 17

1 Mgl saar akan meovyusnin Kepitnsaon ponctapan jabatan dan e
Pelabsnana Awab o Toapal Futmli,  peddo mene-wpcdote peratoean fkep
withopsiinae pada oaaka 3, 4, o dina G
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4 aspulazens Flonlon Lecomzen Fozeer o 00 M Lok Jabalzn Den Poicackat Bepa Polaba
“mnpkonlon Havaca Opsaai Hea sancda i el ran. laaderal Bea sen Lnkai
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snn Dlamgkss e Burara Operser Ges o Cukae .

Lalam mclakeanelan mpaacsa, para shilnene wwale Bapol Pacezli nebeprinene » masmae dalam

brecpresorioc: cade wrsden julalen wiluk covkitne Tosiog, jobolue:.

Lwesn s s D ckloe Joaancaal Bivon o o uibea oo ooz berleko e cwgeaet chile o sem
S el aeean Copelite Jaodeaul Seo om Sk dnd divecopae s beecoode:

T.  Secbuclan = Do ksl ahe ol Faea b e,
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Femnjnk Pengisian Ksprtsan Feostapan embali Pelaksana Swale Toapal
clidsn Jabatan dan Permekal Borcdasarlion Hosil howserst Masia hoigae

(1]

i)

4]

(100

[T

12y

13
(1)
(154
")

Isi o demgun aoapor diar Bode ool saradl kepoiowsmn voong ditclapls
pirupian vl escloo 1

Tl s npmd Tl Sordni O perasi Boea dorn Sodead,
Isi dewgan wermmar Poroiormn doeoterd Koeowogean mocigenoad hols
Praclapsan GJdabmlan dan Pevingkal Bagl Polaksane Saaok Ropal al

Tinglingan Pangkalan Sarana O peras] Tea dan Onleait

Tai dengan nomar Peratiiran Mentari Tietangan mengsnai Qroanisasi da
Leaja Kewenlerian ke astgan'l,

Tal dengan nomar Peratiiran Meantari TNettangan mengsnai QOroanisasi da
Lo Pangkaldn Sarans Operasi Bea doon Culesai ™,

Lol dengenn nower Boepolsaoy Moeoler heosadsa cnsoneal e leals
PMeringkat Hagi elaltsana 13 Linglmnogan mMngkalan Sarana dperasi

Crleni Thivekdorat Jencdeeal Then dan Soleai oL

Tai dengan ronuwe Bajore sesiai dalare talel arnpiean Tepniaesarn T
Jemleral i

Tai dengan jabatan pimpinan 1INt Taalan T 00 lingliningan Seliretariat Je
FHILE LCLEHIN TCTCIIcaam dan keusigm

15 deapran jabaian puoonpown Ul Eselore 10 da lngkangs Sckrolanial Jo
FAND MCANEANT GrEanisas.

15 deapran jabaian ponpnaan Uanl Eselore 10 da lngkangsn Sckrotaria o
WL TIELLAT LT S L T (v T s i,

&1 clengan tcmpat 'ecoctapan lepuamsan Ponctapan Jabatan dan e
Pelaksnn.

Tai lengan tanwgal Penetlapan Repobosan Peoetapan Talatan dan Perine
Pelaksnn.

Tab dlestigbann paripeinearn cnnit eselon T
Tai fengan jabatan Nama pimpinan nnit eselnn T

I3 ceregam NP Pirapnen il eselon 1,

fadan wadl oaldu modvusoar Evpulusann pewctapinn gabadoacn dan pr
Mclalsana Awalk Kapal 'atrali, porln meng apdatz poratneang ke
selagsimane el angba 3,01, 3k &,

MELTEE]L LELANOGAN BEEPFLUBLLIS IMLDON

Sk MULY AR L INLE=AW AL
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